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Hakim di Pengadilan Agama harus memutuskan perkara sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. Ia harus merujuk pada Undang-undang yang ada, akan  tetapi hakim 
diperbolehkan melakukan ijtihad demi keputusan yang lebih adil dan lebih maslahat. 
Dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghadapi perubahan zaman yang 
menuntut pergeseran tata nilai di masyarakat, maka perlu dibentuk hukum yang dapat 
memenuhi nilai-nilai keadilan bagi para pencari keadilan, karena sering kali produk hukum 
yang ada dinilai belum memenuhi nilai-nilai keadilan yang dibutuhkan masyarkat. Oleh 
karena itu menjadi sebuah keharusan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam 
menyelesaikan setiap perkara guna memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan. 
Untuk mencapai sasaran tersebut hakim bukan digambarkan sebagai sosok yang hanya 
menerima perintah dari atasan, dalam artian hakim hanya mengerti dan mampu menerapkan 
hukum jadi atau siap pakai, namun hakim digambarkan sebagai orang yang mampu untuk 
melengkapi khazanah fiqhiyah pada umumnya dan hukum materiil Peradilan Agama pada 
kususnya. Pada gambaran ini hakim adalah orang yang harus aktif dan mampu mencari 
hukum yang belum tersedia di depannya, antara lain dengan banyak membaca bahkan 
mampu membentuk hukum baru yang belum terjangkau oleh referensi yang ada. 

Ijtihad hakim dalam memutuskan perkara akhir-akhir ini jarang ditemukan. 
Mayoritas dari hakim yang ada memutuskan perkara tanpa melakukan ijtihad karena dinilai 
bahwa undang-undang yang ada telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara yang 
ditangani. Akan tetapi jika dilihat lebih teliti sesungguhnya perkara yang masuk ke 
Pengadilan Agama pada akhir-akhir  ini sangat variatif dan terkadang memiliki kronologi 
permasalahan yang rumit, terutama pada perkara kewarisan. Sehingga menuntut seorang 
hakim untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad. Agar putusan yang dihasilkan benar-
benar mengandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara.  

Dari berbagai bentuk perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, perkara kewarisan 
merupakan perkara yang paling rumit, karena ketika perkara kewarisan tersebut masuk ke 
Pengadilan Agama maka telah terjadi suatu sengketa didalamnya. Ada pihak-pihak yang 
merasa dirugikan dengan sistem pembagian yang telah dilakukan. Padahal syari’at Islam 
telah secara jelas dan konkrit menempatkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan 
dan bagian-bagiannya secara terperinci.  

Prosedur ijtihad dalam perkara waris yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama 
Blitar memiliki tahapan-tahapan, ketika menangani perkara waris maka hakim merujuk 
pada undang-undang, ketika undang-undang tidak mengatur, kurang jelas, atau mengatur 
tapi dalam pandangan hakim tidak memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang 
berperkara maka hakim akan melakukan ijtihad. Ijtihad tersebut mendasarkan pada 
maslahah mursalah guna mendapatkan putusan yang paling adil bagi pihak-pihak yang 
berperkara. 


